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ABSTRAK 

 

       Penelitian ini fokus pada gerakan Muslimat NU di Desa 

Sukamarga Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat. Proses 

historis berdirinya Muslimat NU di Desa Sukamarga sekitar tahun 

2005-an. Hal yang melatar belakangi berdirinya organisasi Muslimat 

NU di desa Sukamarga berawal dari rasa ketidakadilan dan rasa 

prihatin yang mendalam terhadap kondisi, sikap dan prilaku 

masyarakat yang beranggapan bahwa perempuan lemah, selalu 

bergantung pada laki-laki dan dalam ketidakberdayaan. 

       Permasalahan dalam penelitian ini yaitu, bagaimana fungsi 

Muslimat NU dalam pemberdayaan SDM perempuan di Desa 

Sukamarga Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat dan apa saja 

faktor pendorong dan penghambat Muslimat NU dalam pemberdayaan 

SDM perempuan di Desa Sukamarga Kecamatan Suoh Kabupaten 

Lampung Barat. 

       Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field 

Research), dan sifat penelitian ini yaitu deskriptif. Teknik 

pengumpulan data meliputi, observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Teknik pengelolaan data yaitu, editing, coding dan sistematika data, 

kemudian data dianalisis dengan reduksi data, reduksi data, dan 

penarikan kesimpulan. Pengujian keabsahan data menggunakan teknik 

triangulasi yang mengutamakan efektivitas proses dan hasil yang 

diinginkan. 

       Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik sebuah kesimpulan, 

pertama, Kelompok Muslimat NU di Desa Sukamarga berfungsi 

sebagai salah satu alternatif dalam pengembangan pemberdayaan 

masyarakat melalui program-program pendidikan pelatihan dan 

keterampilan yang berbasis pada sumber daya lokal. Sehingga mampu 

membentuk kualitas sumber daya manusia dengan berperan sebagai 

motivator, fasilitator dan komunikator. Kelompok Muslimat NU 

menyadarkan perempuan melalui kegiatan-kegiatan pelatihan 

keterampilan dengan memanfaatkan sumber daya lokal yang ada di 

lingkungan setempat. Kelompok Muslimat NU mampu menghasilkan 

produk olahan makanan berupa olahan pisang dijadikan berbagai 

macam produk. Demikian kegiatan tersebut dapat mengubah asumsi 
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masyarakat mengenai peran perempuan yang masih minim dan lemah 

di masyarakat. Kedua, Faktor pendukung dalam kegiatan 

pemberdayaan perempuan yaitu terdapat banyaknya sumber daya alam 

di lingkungan sekitar yang belum dimanfaatkan. Hal ini menjadi 

peluang untuk lebih memanfaatkan dan memberdayakan anggotanya 

untuk mengoptimalkan sumber daya alam yang ada. Selain itu, adanya 

dukungan kemitraan dari pihak pemerintah maupun swasta untuk 

senantiasa memberikan pelatihan maupun penguatan modal. Faktor 

penghambat yang dihadapi diantaranya yaitu, masih ada anggota 

kelompok yang kurang bersemangat dalam mengikuti kegiatan yang 

dilakukan. Sehingga menyebabkan anggota tersebut ketingalan 

dengan anggota yang lainnya. Hal ini menjadi tantangan para 

pengelola untuk senantiasa memberikan motivasi dan memberikan 

semangat untuk para anggota yang memiliki kebutuhan dan karakter 

masing-masing. Selain itu, adanya tantangan dalam memperoleh 

bahan baku pembuatan produk unggulan yaitu pisang uter yang saat 

ini memerlukan bahan baku yang banyak seiring banyaknya pesanan 

dari para konsumen.  
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MOTTO 

 

                           

 

Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan 

berfirman) Sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang 

yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan 

(Q.S. Ali Imran (3) : 195). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Untuk memfokuskan pemahaman agar tidak lepas dari 

pemahaman yang dimaksud dan menghindari penafsiran yang 

berbeda dikalangan pembaca, maka perlu adanya sesuatu 

penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah yang terkandung 

di dalam judul skripsi ini. Adapun judul skripsi ini adalah: “Fungsi 

Muslimat Nu Dalam Pemberdayaan Sdm Perempuan Di Desa 

Sukamarga Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat”. 

Untuk menghindari kesalahan pemahaman judul di atas, maka 

perlu ditegaskan beberapa istilah penting, yang terdapat pada judul 

tersebut antara lain: 

Fungsi adalah jabatan (pekerjaan) yang dilakukan atau 

kegunaan suatu hal.
1
 

Muslimat Nu atau sering disebut Fatayat NU adalah organisasi 

bagi perempuan yang dibentuk dan bernaung dibawah Nahdlatul 

Ulama. Didirikannya organisasi Fatayat NU ini sebagai wujud 

apresiasi NU terhadap kaum perempuan agar memperoleh 

pendalaman Agama lewat NU yang diusulkan oleh Kyai Dahlan, 

tepatnya pada kongres NU ke-VII di Menes Banten pada 11-16 

Juni 1938.
2
  

Fungsi Muslimat NU yang dimaksud dalam skripsi ini adalah 

kegiatan yang dilakukan oleh Muslimat NU di Desa Sukamarga 

Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat dalam pemberdayaan 

SDM perempuan.  

Pemberdayaan merupakan upaya untuk menjadikan sumber 

daya manusia lebih bertangung jawab terhadap pekerjaan mereka 

yang nantinya dapat meningkatkan kinerja mereka. 

                                                           
1 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(Jakarta: Balai Pustaka, Edisi Ketiga, 2003), 213. 
2 Asih Darojatun, Kepemimpinan politik perempuan dalam perspektif 

Fatayat NU (Pemikiran Politik Islam Universitas Raden Intan Lampung, 2017), 2. 



 
 
2 

Memberdayakan orang dapat dilakukan dengan cara 

memindahkannya dari posisi yang biasanya hanya melakukan apa 

yang disuruh, kedalam posisi yang memberi kesempatan untuk 

lebih bertanggung jawab.
3
  

Sumber Daya Manusia (Empowerment of Human Resources) 

perempuan merupakan suatu aspek manajemen yang sangat 

penting, karena SDM menunjukkan daya yang bersumber dari 

perempuan yang akan memberi daya terhadap sumber-sumber 

lainnya dalam suatu manajemen, untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan.
4
 

Pemberdayaan SDM perempuan yang dimaksudkan dalam 

skripsi ini adalah suatu proses yang dilakukan untuk memberikan 

kekuatan atau kemampuan pada perempuan untuk menjadi 

perempuan yang lebih baik dengan potensi yang ada pada diri 

mereka dalam upaya peningkatan SDM. Perempuan yang 

dimaksudkan disini adalah perempuan yang mengikuti Muslimat 

NU di Desa Sukamarga. 

Dari penjelasan-penjelasan istilah di atas dapat ditegaskan 

bahwa yang dimaksud dengan skripsi yang berjudul Fungsi 

Muslimat NU dalam Pemberdayaan SDM Perempuan di Desa 

Sukamarga Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat adalah 

Muslimat NU dalam memberikan sumbangsih pada perempuan 

supaya menjadi lebih berdaya di masyarakat melalui praktek-

prakek peribadatan seperti pengajian rutin, pelatihan baca tulis al-

Qur‟an, dan mengadakan perlombaan dalam rangka hari besar 

Islam, mengadakan rangkain solidaritas dalam rangka kegiatan 

kemanusiaan, seperti alokasi dana bantuan bagi masyarakat yang 

tertimpa bencana alam, dan menyumbangkan dana kepada 

masyarakat fakir miskin. 

 

                                                           
3 Wibowo, Manajemen Perubahan (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2011), 10. 
4 Nurul Huda dkk, Ekonomi Makro Dalam Islam: Pendekatan Teoritis 

(Depok: Prenadamedia Group, 2008), 54. 
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B. Latar Belakang Masalah 

Perempuan biasanya di konotasikan sebagai seorang manusia 

yang lemah dancenderung tidak dapat melakukan berbagai hal 

dengan kebebasan sepenuhnya namun, hal ini mulai dapat 

terbantahkan setelah Kartini menuangkan idenya yang terangkum 

dalam emansipasi wanita. Hal ini merupakan suatu bentuk 

perjuangan perempuan di Indonesia, Sejak saat itulah perempuan 

mulai sadar akan keberadaannya yang tertindas. Tentu hal ini 

menjadi salah satu faktor yang melatar belakangi sejarah 

pergerakan perempuan di Indonesia. Era milenial merupakan pintu 

masuk yang baru bagi bangsa Indonesia yang membuka peluang 

untuk melakukan rekonstruksi dalam berbagai bidang, termasuk 

terbukanya kesempatan bagi perempuan yang dapat dimanfaatkan 

untuk pengembangan peranan dirinya baik dilingkungan keluarga 

maupun masyarakat.
5
  

 

Perempuan diposisikan di bawah laki-laki sebagai dampak 

dari tidak adanya kesetaraan gander. Konsep gender yang ada di 

masyarakat tidak sesuai dengan semestinya. Perempuan selalu 

diposisikan dalam keadaan ketidakberdayaan dan dalam keadaan 

sulit. Anggapan dalam masyarakat yang mengakibatkan 

ketidakadilan seperti halnya anggapan bahwa perempuan itu hanya 

sekedar pelengkap dari kepentingan laki-laki, hal ini tidak hanya 

keluarga melainkan juga dalam bermasyarakat. Kebanyakan 

anggapan masyarakat bahwa perempuan lebih mengendalikan 

emosinya dari pada menggunakan rasionalitasnya, perempuan 

terkesan tdak diberi ruang yang luas untuk berekspresi. Pendapat 

seperti ini telahmelekat dimasyarakat bahwa perempuan yang 

sudah berkeluarga hanya layak diberitempat yang terbatas, yang 

bisa dikenal dengan istilah konco wingkeng yakni sumur, dapur dan 

kasur.
6
 

                                                           
5 Fatima Mernissi, Wanita Dalam Islam (Bandung: Pustaka, 2004), 5 
6 Ibid. 6. 
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Eksistensi perempuan diakui sebagai bagian dari Rahmatan 

lil‟ alamin.Dalam Islam diajarkan adanya persamaan antar 

manusia, baik antara pria dan wanita maupun antar bangsa, suku 

dan keturunan. Perbedaan yang merendahkan atau meninggikan 

seseorang sesungguhnya hanyalah nilai ketakwaan dan 

pengabdiannya kepada Allah Swt.
7
 

Ajaran Islam pada hakikatnya memberikan perhatian besar 

dan kedudukan yang terhormat kepada perempuan dalam surat al-

Hujarat, ayat 13:  

                             

                           

 “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari 

seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu 

berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-

mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu 

disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. 

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” 

(Q.S. al-Hujarat [45]: 13).
8
 

 

Sejalan dengan ayat di atas dengan tegas Islam mengajarkan 

dalam Alquran menolak pandangan-pandangan masyarakat yang 

membedakan antara laki-laki dan perempuan. Realita ini tanpa 

disadari membentuk norma-norma dan etika dalam masyarakat 

yang lebih memberi peluang kepada kaum perempuan untuk 

meningkatkan pemberdayaan perempuan itu sendiri. Dalam 

pengembangan sumberdaya manusia ini perlu mempertimbangkan 

                                                           
7 Fauzi Nurdin, Wanita Islam Dan Transformasi Sosial Keagamaa 

(Yogyakarta: Gema Media, 2009), 31. 
8 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Semarang: CV. 

Toha Putra, 2002), 399. 
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berbagai faktor, baik dalam diri organisasi yang bersangkutan baik 

internal maupun eksternal.
9
 

Hal ini menimbulkan kesadaran kritis akan perlunya gerakan 

perempuan atau organisasi perempuan yang secara khusus 

memperjuangkan hak-hak perempuan dan meningkatkan 

sumberdaya perempuan. Terbukti oleh banyaknya organisasi 

perempuan yang notabennya untuk mengembalikan citra 

perempuan dan meningkatkan pemerdayaan perempuan, Seperti 

halnya Muslimat NU yang di dalamnya terdapat kegiatan-kegiatan 

yang dapat membina perempuan kearah yang lebih baik.Diantara 

kegiatannya yaitu kesehatan reproduksi bagi perempuan muda, 

meningkatkan pendidikan keagamaan perempuan, mengadakan 

acara pengajian setiap minggunya, seperti pembacaan Yasin, 

Tahlil, al-barzanji, Ratib dan mengadakan acara baik perlombaan 

maupun hadrahan pada setiap hari besar Islam serta kegiatan 

lainnya. 

Suatu lembaga yang berdiri di tengah-tengah masyarakat 

sudah barang tentu mempunyai misi dan tujuannya masing-masing. 

Salah satu organisasi atau lembaga yang berada di masyarakat 

adalah Muslimat NU. Tahun 1992 merupakan tonggak awal 

terbentuknya organisasi perempuan di Indonesia dengan idiologi 

yang berbeda-beda dan keinginan mereka pada awalnya 

menekankan pendidikan yang membuka cakrawala kaum wanita, 

misalnya memasak, merawat anak, melayani suami, menjahit, dan 

lain-lain.
10

 Jauh dari itu mereka memberikan kesadaran emansipasi 

kepada kaum perempuan di Indonesia.
11

 Berbagai perkumpulanpun 

tumbuh hampir di seluruh wilayah Indonesia, baik yang berdiri 

sendiri maupun sebagai bagian dari organisasi lainya, seperti: 

Aisyiyah bagian dari Muhammadiyah, Serikat Perempuan Islam 

                                                           
9 Suekidjo Notoadmodjo, Pengembangan Sumber Daya Manusia (Jakarta: 

Renika Cipta, 2009), 12. 
10 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Sejarah Kebangkitan Nasional 

Daerah Istimewa Yogyakarta (Yogyakarta: Depdikbud, 2003), 70.   
11 Soekarno dan Sarinah, Kewajiban Wanita dalam Perjuangan Republik 

Indonesia (Jakarta: Inti Idayu Pers, 2006), 124.   



 
 
6 

Indonesia bagian dari Partai Serikat Islam Indonesia, Muslimat NU 

bagian dari NU.
12

 

Di Indonesia, gerakan wanita Islam terbesar adalah salah 

satunya Muslimat NU. Muslimat merupakan organisasi wanita non 

politik yang terkemuka. Muslimat NU adalah salah satu organisasi 

kewanitaan yang cukup tua di Indonesia. Organisasi ini bertekad 

untuk meningkatkan kwalitas perempuan indonesia yang cerdas, 

terampil, dan kompetitif, mempersatukan gerak kaum perempuan 

Indonesia khususnya perempuan Islam Ahlusunnah Waljama’ah 

serta organisasi ini banyak bergerak dibidang sosial, pendidikan, 

dan dakwah.Banyaknya organisasi yang bermunculan di kalangan 

elit terpelajar sebagian Nahdlatul Ulama (NU).
13

 

Organisasi ini didirikan oleh ulama pesantren dengan 

kesamaan sikap, tatacara, dan pemahaman, serta penghayatan 

Islam dengan berpegang teguh pada ajaran Ahlusunnah wal 

Jamaah. Didirikan pada 31 Januari 1926, salah satunya oleh K. H. 

Hasyim Asy‟ari. Organisasi kemasyarakatan ini didirikan atas basis 

keagamaan yang tergabung dari para kyai di Jawa Timur untuk 

membela kaum tradisionalis.
14

 

Adanya Muslimat Nahdlatul Ulama yang semula adalah 

bagian dari organisasi Nahdlatul Ulama dengan nama Nahdlatul 

Ulama Muslimat (NUM). Muslimat berdiri atas prakarsa kaum 

perempuan Nahdlatul Ulama yang ingin memajukan 

perempuandalam berbagai bidang dengan tetap berprinsip pada 

ajaran Islam. Muslimat membagi kegiatannya kedalam pendidikan 

dakwah, sosial keagamaan. Arus globalisasi dan derasnya 

kemajuan teknologi komunikasi telah memperlihatkan 

perkembangan yang menakjubkan disatu sisi, namun disisi lain 

masyarakat nampaknya mulai berhadapan pada benturan budaya, 

                                                           
12 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Sejarah Kebangkitan Nasional, 

70.   
13 M. C. Rickles, Sejarah Indonesia Modern 1200-2004 (Jakarta: Serambi 

Ilmu Semesta, 2005), 369. 
14 Kacung Marijan, Quo Vadis NU: Setelah Kembali Ke Khittah 1926 

(Jakarta: Erlangga, 2002), 1. 
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seolah-olah perlahan-lahan ilmu pengetahuan mengucapkan 

selamat tinggal pada agama, kehidupan manusia semakin kering 

akan makna spiritual. Nahdlatul Ulama adalah ciri dari sebuah 

komunitas Islam moderat, pluralis dan akomodatif.
15

 

Penelitian ini fokus pada gerakan Muslimat NU di Desa 

Sukamarga Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat. Proses 

historis berdirinya Muslimat NU di Desa Sukamarga sekitar tahun 

2005-an. Hal yang melatar belakangi berdirinya organisasi 

Muslimat NU di desa Sukamarga berawal dari rasa ketidakadilan 

dan rasa prihatin yang mendalam terhadap kondisi, sikap dan 

prilaku masyarakat yang beranggapan bahwa perempuan lemah, 

selalu bergantung pada laki-laki dan dalam ketidakberdayaan. 

Kebanyakan perempuan di desa Sukamarga dahulu tidak 

mempunyai kegiatan apapun, jadi hanya beraktifitas di dalam 

rumah, sekalipun keluar rumah hanya berinteraksi dengan tetangga 

dan membicarakan hal yang tidak perlu dibicarakan (ngerumpi). 

Inilah alasan berdirinya Muslimat Nu di desa Sukamarga untuk 

menghapus anggapan masyarakat bahwa perempuan juga 

mempunyai peranan yang amat penting dan mampu serta leluasa 

dalam usaha pemberdayaan perempuan khususnya dalam bidang 

sosial keagamaan. Serta memberi kegiatan yang positif kepada 

perempuan dan mengisi hal-hal positif dengan nilai-nilai yang 

bernuansa agama. Kegiatan Muslimat NU di desa Sukamarga 

masih sangat aktif seperti setiap hari Jum‟at, Selasa dan Minggu 

baik sore maupun malam mengadakan pengajian, yang tentu 

meningkatkan tingkat keagamaan masyarakat khususnya 

perempuan yang mengikuti Muslimat itu sendiri, serta hal ini juga 

menjalin interaksi yang baik antar individu.
16

 

                                                           
15 Laporan Pertanggungjawaban Pimpinan Pusat Muslimat NU Masa Bakti 

2006-2011, disampaikan pada Kongres XVI MUSLIMAT NU di Asrama Haji Bandar 

Lampung 13-18 Juli 2011, 10 
16 Sri Mulyani, “Perempuan di Desa Sukamarga”, Wawancara, Januari 17, 

2020. 
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Perkembangannya Muslimat NU di Desa Sukamarga sebagai 

organisasi sosial kemasyarakatan dan keagamaan yang berbasis 

perempuan muda, memiliki sebuah kendala baik yang terkait 

dengan sistem management, pendanaan dan sumber daya manusia 

(SDM), serta kodrat perempuan di tengah keadaan atau situasi 

yang tidak mendukung, disisi lain pola pikir perempuan di 

pedesaan tidak sama dengan pola pikir perempuan di kota, 

kebanyakan pola fikir perempuan di pedesaan masih berfikir 

primitif, seperti anggapan bahwa peran perempuan hanyalah macak 

manak,dan masak.
17

 

Namun tidak semua perempuan di Desa Sukamarga memiliki 

pola fikir semacam itu, maka dengan adanya organisasi Muslimat 

NU di Desa Sukamarga Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung 

Barat dapat menyadarkan kodrat profesi dan fungsi perempuan 

tidak sebatas itu saja melainkan dapat dikembangkan untuk 

mewujudkan kehidupan pribadi dan keluarga yang lebih baik serta 

bermanfaat untuk masyarakat maupun Negara. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka peneliti 

ingin lebih jauh lagi mengetahui secara mendalam bagaimana 

fungsi Muslimat NU dalam pemberdayaan SDM perempuan di 

mana seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa perempuan 

dituntut untuk mempunyai daya imajinasi, kreatifitas, dan dedikasi 

bagi masyarakat sekitar, serta mampu mengembangkan sumber 

daya manusia khususnya sumber daya perempuan, sehingga 

perempuan dapat ikut berpartisipasi meningkatkan nilai-nilai 

keagamaan dalam masyarakat. Maka penelitian ini diberi judul 

“Fungsi Muslimat Nu dalam Pemberdayaan SDM Perempuan 

di Desa Sukamarga Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung 

Barat”. 

 

 

                                                           
17 Tuti Astuti, Perempuan di Desa Sukamarga”, Wawancara, Januari 17, 

2020. 
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C. Fokus dan Sub-fokus Penelitian 

Fokus dari penelitian ini adalah membahas tentang fungsi 

Muslimat Nu dalam pemberdayaan SDM perempuan di Desa 

Sukamarga Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat. Sub-

fokus dalam penelitian ini adalah pemberdayaan perempuan 

melalui kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan SDM 

perempuan. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka 

yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana fungsi Muslimat NU dalam pemberdayaan SDM 

perempuan di Desa Sukamarga Kecamatan Suoh Kabupaten 

Lampung Barat? 

2. Apa saja faktor pendorong dan penghambat Muslimat NU 

dalam pemberdayaan SDM perempuan di Desa Sukamarga 

Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat? 

 

E. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui fungsi Muslimat NU dalam pemberdayaan 

SDM perempuan di Desa Sukamarga Kecamatan Suoh 

Kabupaten Lampung Barat. 

2. Untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambat Muslimat 

NU dalam pemberdayaan SDM perempuan di Desa Sukamarga 

Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan di atas, 

maka manfaat dari penelitian ini adalah: 
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1. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

ilmu bagi para mahasiswa maupun setiap yang membaca 

mengenai fungsi Muslimat NU dalam pemberdayaan SDM 

perempuan di desa Sukamarga Kecamatan Suoh Kabupaten 

Lampung Barat.  

2. Secara Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah, 

wawasan dan perkembangan ilmu pengetahuan sehingga 

menjadi pendorong dan stimulus bagi peneliti selanjutnya, 

sehingga dapat memperoleh hasil yang maksimal dan optimal. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu 

Setelah melakukan penelusuran di perpustakaan UIN Raden 

Intan Lampung, penulis belum menemukan judul yang sama. 

Namun melalui penelusuran yang dilakukan penulis terhadap 

sejumlah penulisan karya ilmiah, penulis menemukan beberapa 

tema yang senada dengan penulisan ini, antara lain: 

1. Dzurotul Qorina (2016) yaitu “Peranan Muslimat Dalam 

Pemberdayaan Perempuan Di Bidang Sosial Keagaman Di 

Batang Tahun 1998-2010” adalah penelitian ini untuk 

mendeskripsikan dan menganalisis latar belakang berdirinya 

Muslimat Cabang Batang secara Umum. Mendeskripsikan dan 

menganalisis peran Muslimat Cabang Batang dalam 

pemberdayaan sosial keagamaan tahun 1998-2010. 

Mendeskripsikan dan menganalisis pengaruh gerakan Muslimat 

Cabang Batang terhadap masyarakat tahun 1998-2010. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa Muslimat NU di Batang 

didirikan untuk membangun perempuan perempuan agar lebih 

religius atau sosial keagamaannya semakin meningkat. Sebelum 

Muslimat di pusat lahir, sudah terdapat cikal bakal berdirinya 

Muslimat NU di Batang diantaranya yaitu terdapat kelompok 

perempuan yang kegiatanya mengaji, tadarus, dibaan. Saat 
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Muslimat pusat resmi berdiri maka dengan cepat di berbagai 

daerah terutama di Jawa Muslimat NU berdiri. Dalam 

memberdayakan anggotanya Muslimat NU di Batang 

melaksanakan program-program meliputi bidang organisasi, 

bidang pendidikan dan pengkaderan, bidang sosial budaya dan 

lingkungan hidup, bidang kesehatan dan kependudukan, bidang 

dakwah dan penerangan dan bidang ekonomi dan koperasi. 

Program-program yang terlaksana yaitu membangun klinik, 

program KB yang bekerjasama dengan PKK dan BKKBN, 

mendata majelis ta‟lim, mendata khafidhoh, merayakan hari 

besar Islam, siraman rohani, lomba-lomba MTQ dan da‟wah, 

membangun panti asuhan PSAA, bakti sosial, dan membangun 

klinik Siti Rohmah. Muslimat mempunyai tujuan mengangkat 

harkat dan martabat perempuan untuk berperan dalam segala 

bidang kehidupan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, 

kesetaraan, keadilan serta mendapatkan porsi yang sepadan 

dengan laki-laki dalam mengambil keputusan. Muslimat di 

Batang telah memperhatikan anggotanya yang tercermin 

melalui gerakan yang dilakukan Muslimat selama ini, 

dibuktikan dengan adanya klinik dibawah YKM NU dari sinilah 

nantinya digalakan KB, sosialisasi mengenai kesehatan yang 

berpengaruh kepada kesehatan masyarakat Batang.
18

 

2. Aulia Wisda Nur Fitriana (2017) Yaitu “Peran Muslimat NU 

Dalam Pengembangan SDM Masyarakat Desa Pekuncen 

Kecamatan Jatilawang” adalah penelitian ini untuk 

memperoleh informasi tentang peran Muslimat NU dalam 

Pengembangan SDM Masyarakat Desa Pekuncen Kecamatan 

Jatilawang. Dari analisis terhadap data-data yang ada di 

lapangan maka dapat disimpulkan mengenai peran Muslimat 

NU dalam pengembangan SDM masyarakat desa Pekuncen 

dilakukan melalui kegiatan dan program kerja Muslimat NU 

                                                           
18 Dzurotul Qorina, “Peranan Muslimat Dalam Pemberdayaan Perempuan 

Di Bidang Sosial Keagaman Di Batang Tahun 1998-2010” (Skripsi, Universitas 

Negeri Semarang, 2016), 89. 
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dari berbagai bidang kerja yang meliputi bidang organisasi, 

dakwah, sosial, kesehatan, pendidikan, koperasi dan ekonomi. 

Di antara peran yang dilakukan Muslimat NU dalam 

pengembangan SDM adalah: mendirikan TK dan TPQ, 

konsultasi keluarga bermasalah dan penyuluhan KB, progam 

TABULAMPOT, pendidikan agama bagi ibu rumah tangga. 

Kemajuan yang diperoleh setelah adanya pelaksanaan peran 

Muslimat NU dalam pengembangan SDM masyarakat adalah: 

meningkatkan kualitas perilaku beragama masyarakat desa 

Pekuncen, toleransi dan kerukunan masyarakat, pendidikan 

anak usia dini dan pendidikan agama bagi anak-anak dan 

remaja, membina kerukunan keluarga dan rumah tangga, 

ketrampilan seni hadroh dan kreativitas masyarakat dalam 

mengolah limbah lidi daun pohon kelapa, dan membina 

kerukunan keluarga dan rumah tangga.
19

 

3. Khuluqul Mahmudah (2015) yaitu, “Pengelolaan Dakwah 

Muslimat Nu Cabang Bojonegoro Dalam Upaya Peningkatan 

Ukhuwah Islamiyah” adalah penelitian ini untuk 

mendeskripsikan serta mengetahui pengelolaan dakwah yang 

dilakukan Muslimat NU cabang Bojonegoro dalam upaya 

pengembangan ukhuwah islamiyah. Dari penjelasan yang telah 

diuraikan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa 

Pengelolaan dakwah Muslimat NU dalam upaya peningkatan 

Ukhuwah Islamiyah adalah dengan peningkatan kualitas 

muballighoh/da’iyah dan majelis ta’lim, permasyarakatan IHM-

NU sebagai wadah pembinaan Hajjah Muslimat NU, dan 

peningkatan dakwah bil-lisan dan bil-hal. Dengan penerapan 

fungsi-fungsi manajemen, Muslimat NU telah berhasil 

melaksanakan kegiatan dakwah dalam upaya peningkatan 

ukhuwah islamiyah telah sesuai dengan tujuan. Ini dibuktikan 

dengan adanya peningkatan ukhuwah islamiyah dalam anggota 

                                                           
19 Aulia Wisda Nur Fitriana, “Peran Muslimat NU Dalam Pengembangan 

SDM Masyarakat Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang” (Skripsi, IAIN Purwokerto, 

2017), 85. 
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Muslimat NU. Dari yang awalnya tidak mengenal, menjadi 

saling mengenal, kemudian saling memahami dan saling tolong-

menolong.
20

 

 

H. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) 

yaitu metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa 

yang terjadi pada suatu saat dengan masyarakat.
21

 Jadi penulis 

mengadakan penelitian mengenai beberapa masalah aktual yang 

ada di tengah masyarakat dan mengekspresikan diri dalam 

bentuk gejala atau proses sosial. 

Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah 

Muslimat NU di Desa Sukamarga Kecamatan Suoh Kabupaten 

Lampung Barat dalam pemberdayaan SDM perempuan. Dalam 

penelitian ini, penulis melakukan penelitian secara langsung 

pada Muslimat NU di Desa Sukamarga Kecamatan Suoh 

Kabupaten Lampung Barat guna mendapatkan data-data yang 

dibutuhkan sesuai dengan fokus penelitian. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan oleh penulis bersifat deskriftif, 

artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan 

menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara 

sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam 

bidang tertentu secara faktual dan cermat.
22

 Penelitian dimaksud 

untuk menghimpun data lapangan, adapun data yang diperlukan 

                                                           
20 Khuluqul Mahmudah, “Pengelolaan Dakwah Muslimat NU Cabang 

Bojonegoro Dalam Upaya Peningkatan Ukhuwah Islamiyah” (Skripsi, UIN 

Walisongo Semarang, 2015), 94. 
21 Kartini Kartono, Pengantar Metodelogi Riset Sosial (Bandung: Mandar 

Maju, 2003), 3. 
22 Sarifuddin Azwar, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2002), 7. 
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dalam penelitian ini adalah data tentang fungsi Muslimat NU di 

Desa Sukamarga Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat. 

3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 

objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari untuk 

kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi juga bukan 

sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek yang 

dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat 

yang dimiliki oleh subjek atau objek itu.
23

 Dalam penelitian 

ini jumlah keseluruhan populasinya adalah berjumlah 60 

orang yang terdiri dari 10 orang pengurus dan 50 orang 

anggota. 

b. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik 

yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, 

dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada 

pada populasi, misalnya di karenakan keterbatasan dana, 

tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel 

yang di ambil dari populasi. Metode yang digunakan untuk 

mengupulkan data yaitu menggunakan purposive sampling 

yang berarti teknik penentuan sampel dengan menentukan 

sendiri sampel yang di ambil karena pertimbangan tertentu.
24

 

Oleh karenanya, peneliti harus benar-benar bisa 

mendapatkan sampel yang sesuai dengan persyaratan atau 

tujuan penelitian, karena jumlah partisipan tidak bisa di 

mintai data semua, maka dipilih orang-orang yang dapat 

memberikan data secara valid dengan kreteria yaitu:  

                                                           
23 Sugiono, Metode Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan 

R&D), (Bandung, Alfabeta, 2011), h. 80. 
24 Ibid. h. 81. 
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1) Pengurus Muslimat NU Desa Sukamarga yang terlibat 

dalam pemberdayaan SDM Perempuan di Desa 

Sukamarga.  

2) Anggota Muslimat NU di Desa Sukamarga Kecamatan 

Suoh Kabupaten Lampung Barat. 

3) Aktif dalam kegiatan pemberdayaan SDM perempuan. 

4) Dapat memberikan informasi kepada peneliti. 

Berdasarkan indentifikasi tersebut, yang menjadi 

sampel dalam penelitian ini ada 10 orang, yaitu sebagai 

berikut: 

1) 4 orang pengurus yang terdiri dari Ketua, Sekertaris, 

Bidang Ekonomi dan Bidang Litbang. 

2) 6 orang Anggota Muslimat NU.  

4. Metode Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data sesuai harapan, maka penulis 

menggunakan metode pengumpulan data yaitu sebagai berikut:  

a. Metode Observasi 

Observasi yaitu mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan 

yang merupakan deskripsi, penggambaran dan kenyataan 

yang menjadi perhatian.
25

 Dalam hal ini penulis 

menggunakan jenis observasi partisipasi, yaitu observasi 

yang melibatkan peneliti secara langsung dalam kegiatan 

pengamatan di lapangan serta mengamati kondisi di 

lapangan yang sebenarnya sesuai dengan teori yang ada 

sehingga penelitian yang dihasilkan dengan kebenaran data 

yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sesuai tidaknya 

dengan fungsi muslimat NU dalam pemberdayaan SDM 

perempuan di Desa Sukamarga Kecamatan Suoh Kabupaten 

Lampung Barat dengan teori yang didapat oleh peneliti. 

                                                           
25 Wardi Bahtiar, Metode Penelitian Ilmu Dakwah (Jakarta: Logos, 2001), 

78. 
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b. Metode Wawancara 

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk 

bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga 

dikontruksikan makna dalam suatu topik tertentu.
26

 Secara 

teknis wawancara dilakukan dengan terlebih dahulu 

mempersiapkan bahan-bahan atau pedoman sebagai 

pegangan pokok peneliti. Dalam hal ini penulis 

menggunakan jenis interview (wawancara) bebas terpimpin 

yaitu pewawancara bebas bertanya dengan membawa 

kerangka pertanyaan untuk disajikan kepada responden, dan 

responden diberi kebebasan untuk menjawab pertanyaan 

yang dilontarkan oleh pewawancara. Penulis akan 

mengaplikasikan metode ini kepada ketua, wakil ketua, 

Muslimat NU untuk mengetahui fungsi Muslimat NU dalam 

pemberdayaan SDM perempuan serta faktor pendukung dan 

penghambatnya. 

c. Metode Dokumentasi 

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang 

tidak langsung ditunjukkan pada subjek peneliti, namun 

melalui dokumen.
27

 Dokumen yang digunakan dapat berupa 

buku harian, surat pribadi, laporan notulen rapat, catatan 

khusus dalam pekerjaan sosial dan dokumen lainnya. Dalam 

hal ini penulis akan mencari data-data yang berkaitan 

dengan penulisan skripsi ini sebagai pendukung dan 

pelengkap dari data wawancara dan observasi. Seperti 

menghimpun data tentang sejarah berdirinya Muslimat NU, 

struktur organisasi, jumlah anggota, kondisi sarana dan 

prasarana penunjang serta hal-hal lain yang dibutuhkan.  

 

                                                           
26 Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods) (Bandung: 

Alfabeta, 2016),  210. 
27 Susiadi AS, Metodologi Penelitian (Bandar Lampung: Pusat Penelitian 

dan, Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, 2015), 106. 
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5. Prosedur Analisis Data 

Analisis data diperlukan untuk memperoleh hasil 

kesimpulan hasil penelitian dengan menggunakan analisa 

kualitatif. analisa kualitatif yaitu data yang terkumpul dan di 

gambarkan dengan cara berfikir indukatif yang di maksud 

berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus 

di tarik generalisasi yang bersifat umum.
28

 

Untuk menganalisis data tersebut penulis menggunakan 

metode deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan secara 

sistematis fakta dan karakteristik pada bidang-bidang tertentu 

secara faktual dan cermat dengan menggambarkan keadaan atau 

fenomena secara aplikatif yang digunakan untuk 

mendeskripsikan mengenai objek penelitian yang sedang 

dikaji.
29

 Analisis data kualitatif adalah cara yang dilakukan 

dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan, memilih-

milihnya sehingga menjadi satu kesatuan yang dapat dikelola 

dengan baik dan benar.
30

 Dalam analisis kualitatif, Miles dan 

Huberman mengatakan bahwa dalam analisis terdapat tiga alur 

kegiatan yaitu data reduction, data display, dan conclusion 

drawing/verification, antara lain sebagai berikut:
31

 

a. Reduksi Data (Data Reduction) 

Reduksi data adalah kegiatan menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, dan membuang yang tidak 

perlu serta memilih bagian yang penting sesuai dengan 

masalah penelitian. Dengan kata lain, reduksi data 

merupakan proses seleksi, pemusatan perhatian, 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data-data 

yang didapat dari catatan lapangan. 

                                                           
28 Ibid, 134. 
29 Sutrisno Hadi, Metodologi Research II (Yogyakarta: Yayasan Penerbit 

Fak. Psikologi UGM, 2006), 43. 
30 Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data (Jakarta: Rajawali 

Pers, 2010), 129. 
31 Miles & Huberman A. Micheal, Analisis Data Kulitatif (Jakarta: UI Press, 

2002), 17. 
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b. Penyajian Data (Data Display) 

Penyajian data merupakan kegiatan untuk 

menyelesaikan informasi-informasi yang memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan,
32

 dan yang paling umum digunakan 

untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah 

dalam bentuk teks naratif. Penyajian data akan memudahkan 

dalam memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja 

selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. 

c. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing/Verification) 

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif yaitu 

verifikasi data. Penarikan kesimpulan adalah langkah yang 

menyangkut pemahaman penelitian, yaitu menggambarkan 

maksud dari data yang ditampilkan. Kesimpulan awal pada 

penelitian masih bersifat sementara dan akan berubah jika 

ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada 

tahap pengumpulan data selanjutnya. Tetapi jika kesimpulan 

akan dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti 

yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan 

untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang 

dikemukakan adalah kesimpulan yang meyakinkan. 

6. Pengujian Keabsahan Data 

Menguji keabsahan dari data penelitian ini, peneliti 

menggunakan teknik triangulasi yang mengutamakan 

efektivitas proses dan hasil yang diinginkan. Menurut Sugiono, 

triangulasi adalah pengecekan data dari berbagai sumber 

dengan cara, dan berbagai waktu.
33

 Triangulasi yang digunakan 

peneliti adalah triangulasi sumber data untuk menggali 

kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan 

sumber perolehan data. Selain observasi dan wawancara, 

peneliti bisa menggunakan observasi terlibat (participant 

                                                           
32 Ibid, 17. 
33 Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods) ...., 273. 
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observation) yaitu dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, 

catatan resmi, catatan pribadi, gambar atau foto. 

 

I. Sistematika Pembahasan 

Dalam mempermudah pembahasan penelitian ini, maka 

penulis akan membagi ke dalam lima bab yang berbentuk narasi 

atau uraian dan tentunya saling berkaitan antara satu bab dengan 

bab lainnya. 

BAB I: pendahuluan terdiri dari penegasan judul, latar 

belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian 

terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

BAB II: landasan teori yang meliputi: Muslimat NU, 

Pemberdayaan Perempuan, Pengertian Pemberdayaan Perempuan, 

Tujuan Pemberdayaan Perempuan, Model-model Pemberdayaan 

Perempuan, Indikator Keberdayaan, dan Ruang Lingkup 

Pemberdayaan Perempuan. 

BAB III: membahas tentang Gambaran Umum Desa 

Sukamarga Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat, 

Gambaran Umum Kelompok Muslimat Nu, dan Kegiatan 

Muslimat NU dalam Upaya Pemberdayan SDM Perempuan.  

BAB IV: membahas tentang hasil penelitian. 

BAB V: penutup sebagai akhir dari penelitian yang berisi 

kesimpulan dan rekomendasi dari hasil temuan penelitian yang 

sudah dilaksanakan peneliti. 

Kemudian pada bagian akhir skripsi berisi daftar pustaka 

yang menjadi referensi dalam penelitian skripsi, serta lampiran-

lampiran selama melakukan penelitian. 
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BAB II 

MUSLIMAT NU DAN PEMBERDAYAAN SDM PEREMPUAN 

 

A. Muslimat NU 

Nahdlatul Ulama (NU) merupakan organisasi sosial 

keagamaan terbesar di Indonesia. Organisasi ini didirikan pada 

tanggal 31 Januari 1926 di kampung Kertopaten Surabaya, 

tepatnya di rumah KH. Abdul Wahab Hasbullah. Faktor lahirnya 

NU didorong oleh kalangan pesantren dalam mempertahankan 

kelangsungan madzhab dan menolak keputusan raja Ibn Su‟ud atas 

penghapusan mazdhab. Hal tersebut telah membuat NU dikenal 

sebagai organisasi bercorak tradisionalis.
34

 

NU didirikan oleh kalangan Ulama sebagai wadah bagi 

kalangan pesantren. Sejak awal kelahirannya tidak terlepas dari 

budaya patriarki. Terlihatnya budaya patriarki dalam NU terwujud 

pada eksistensi kaum laki-laki yang lebih menonjol dari kaum 

perempuan dalam organisasi tradisional tersebut. Kurang 

terangkatnya kaum perempuan di dalam NU dapat ditelusuri 

melalui perkembangan perempuan di dalam organisasi ini.
35

 

Eksistensi perempuan NU mulai terlihat setelah dua belas 

tahun pasca lahirnya NU tepatnya kongres di Menes tahun 1938. 

Pada kongres tersebut terdapat catatan tentang kiprah para 

perempuan di forum resmi itu, sehingga acara kongres itu menjadi 

tonggak penting lahirnya Muslimat NU. Dalam kongres itu, untuk 

pertama kalinya tampil seorang anggota Muslimat NU diatas 

podium berbicara tentang perlunya wanita NU mendapat hak yang 

sama dengan kaum laki-laki dalam menerima didikan agama 

melalui organisasi NU.
36

 

                                                           
34 Nur Khalik Ridwan, NU dan Bangsa 1914-2010: Pergulatan Politik dan 

Kekuasaan (Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2010), 33-46. 
35 Abraham Silo Wilar, NU Perempuan: Kehidupan dan Pemikiran Kaum 

perempuan NU (Bandung: Pyramida Media Utama, 2009), 32. 
36 Ibid., 47. 
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Sejarah mencatat bahwa kongres NU di Menes tahun 1938 itu 

merupakan forum yang memiliki arti tersendiri bagi proses 

katalisis terbentuknya organisasi Muslimat NU. Sejak kelahirannya 

di tahun 1926, NU adalah organisasi yang anggotanya hanyalah 

kaum laki-laki belaka. Para ulama NU saat itu masih berpendapat 

bahwa wanita belum masanya aktif di organisasi. Anggapan bahwa 

ruang gerak wanita cukuplah di rumah saja masih kuat melekat 

pada umumnya warga NU saat itu. Hal itu terus berlangsung 

hingga terjadi polarisasi pendapat yang cukup hangat tentang perlu 

tidaknya wanita berkecimpung dalam organisasi.
37

 

Dalam kongres itu, untuk pertama kalinya tampil seorang 

muslimat NU di atas podium, berbicara tentang perlunya wanita 

NU mendapatkan hak yang sama dengan kaum lelaki dalam 

menerima didikan agama melalui organisasi NU. Sejak kongres 

NU di Menes, wanita telah secara resmi diterima menjadi anggota 

NU meskipun sifat keanggotannya hanya sebagai pendengar dan 

pengikut saja, tanpa diperbolehkan menduduki kursi kepengurusan. 

Hal seperti itu terus berlangsung hingga Kongres NU XV di 

Surabaya tahun 1940. Dalam kongres tersebut terjadi pembahasan 

yang cukup sengit tentang usulan Muslimat yang hendak menjadi 

bagian tersendiri, mempunyai kepengurusan tersendiri dalam tubuh 

NU. Dahlan termasuk pihak-pihak yang secara gigih 

memperjuangkan agar usulan tersebut bisa diterima peserta 

kongres. Begitu tajamnya pro-kontra menyangkut penerimaan 

usulan tersebut, sehingga kongres sepakat menyerahkan perkara itu 

kepada PB Syuriah untuk diputuskan.
38

 

Sehari sebelum kongres ditutup, kata sepakat menyangkut 

penerimaan Muslimat belum lagi didapat. Dahlanlah yang 

berupaya keras membuat semacam pernyataan penerimaan 

Muslimat untuk ditandatangani Hadlratus Syaikh KH. Hasyim 

Asy‟ari dan KH. A. Wahab Hasbullah. Dengan adanya secarik 

                                                           
37 Ibid. 
38 Kowani, Sejarah Setengah Abad Pergerakan Wanita Indonesia (Jakarta: 

PN Balai Pustaka, 2008), 341. 
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kertas sebagai tanda persetujuan kedua tokoh besar NU itu, proses 

penerimaan dapat berjalan dengan lancar. Bersama A. Aziz Dijar, 

Dahlan pulalah yang terlibat secara penuh dalam penyusunan 

peraturan khusus yang menjadi cikal bakal Anggaran Dasar dan 

Anggaran Rumah Tangga Muslimat NU di kemudian hari. 

Bersamaan dengan hari penutupan kongres NU XVI, organisasi 

Muslimat NU secara resmi tersebut kemudian ditetapkan sebagai 

hari lahir Muslimat NU sebagai wadah perjuangan wanita Islam 

Ahlus Sunnah Wal Jama`ah dalam mengabdi kepada agama, 

bangsa dan negara. Pada tanggal 29 Maret 1946 telah diresmikan 

adanya bagian wanita dalam NU dengan nama NU Muslimat.
39

 

Sebagai ketuanya dipilih Chadidjah Dahlan asal Pasuruan, 

isteri Dahlan. Ia merupakan salah seorang wanita di lingkungan 

NU itu selama dua tahun yakni sampai Oktober 1948. Sebuah 

rintisan yang sangat berharga dalam memperjuangkan harkat dan 

martabat kaumnya di lingkungan NU, sehingga keberadaannya 

diakui dunia internasional, terutama dalam kepeloporannya di 

bidang gerakan wanita. Pada Muktamar NU XIX, 28 Mei 1952 di 

Palembang, NOM menjadi badan otonom dari NU dengan nama 

baru Muslimat NU. Mereka tergerak untuk mengikutsertakan 

wanita dalam dalam organisasi guna untuk mengangkat derajat 

wanita, karena pada waktu itu pengetahuan wanita memang sangat 

memprihatinkan.
40

 

Pada tahun 1952 setelah NU menjadi partai politik telah 

meningkat kedudukan Muslimat yang semula berstatus bagian dari 

NU meningkat menjadi badan otonomi dari partai NU. Dengan 

status otonomi ini Muslimat ini Muslimat mengatur dan 

melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bertujuan meningkatkan 

peranan organisasi dalam membina para anggotanya dan 

menggiatkan organisasi dalam pengabdiannya kepada negara. 

Muslimat NU kemudian masuk menjadi anggota Kowani pada 

tahun 1956, dan pada saat pengganyangan PKI menjadi salah satu 

                                                           
39 Ibid., 342. 
40 Ibid., 343. 
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dari pimpinan pengganyangan Gestapu PKI. Tidak hanya itu, 

ketika gerakan-gerakan ditingkatkan menjadi berbagai aksi, 

Muslimat NU turut mendirikan KAWI dan menjadi salah seorang 

ketuannya.
41

 

Keorganisasian Muslimat sama dengan keorganisasian NU 

yaitu berpegang teguh kepada doktrin toleransi, akomodatif dan 

berupaya memperjuangkan tradisi pemahaman dan pengamalan 

ajaran Islam yang sesuai dengan kultur Indonesia. Dengan kata lain 

NU menetapkan diri sebagai pengawal tradisi dengan 

mempertahankan faham Ahlusunnah Wal Jama’ah.
42

 

Pada tahun 1952 setelah NU menjadi partai politik, 

kedudukan organisasi ini meningkat menjadi badan otonom dari 

partai NU dan ada pergantian nama menjadi Muslimat NU. Dengan 

status otonomi ini muslimat dapat mengatur dan melaksanakan 

kegiatan yang bretujuan untuk meningkatkan peranan organisasi 

dalam membina para anggotanya dan mengabdi pada negara. 

Tujuan dari perjuangan organisasi ini adalah melaksanakan 

program NU dikalangan wanita, membawa wanita Islam kearah 

kesadaran beragama, berbangsa, dan bernegara, serta sadar akan 

hak dan kewajibannya menurut hukum.
43

 

Muslimat NU merupakan salah satu organisasi perempuan di 

lingkungan nahdliyin yang menjadikan organisasi NU sebagai 

induknya. Dengan demikian maka dalam keorganisasiannya 

Muslimat memiliki prinsip keorganisasian yang sama dengan 

organisasi NU. Perjalanan menuju tegaknya tujuan tidak bisa 

dilepaskan dari visi dan misi dari organisasi tersebut sehingga 

mampu melewati perkembangan sosial dan politik di Indonesia. 

                                                           
41 Abraham Silo Wilar, NU Perempuan: Kehidupan dan Pemikiran Kaum 

Perempuan NU, 47. 
42 Fathurin Zen, NU Politik Analisis Wacana (Yogyakarta: LKIS, 2004), 15. 
43 Gardiner, Mayling Oey, Perempuan Indonesia Dulu dan Kini (Jakarta: PT 

Gramedia Pustaka Utama, 2003), 337. 
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Untuk mencapai visi dan misi yang dimaksudkan muslimat 

menentukan strategi sebagai berikut:
44

 

1. Mempersatukan gerak perempuan Indonesia, khususnya 

Perempuan Ahlusunnah Wal Jama’ah. 

2. Meningkatkan kualitas perempuan indonesia yang cerdas, 

trampil, dan kompetitif, sebagai bentuk tanggung jawab 

terhadap agama, bangsa, negara dan membentuk generasi 

penerus bangsa yang taat beragama.  

3. Bergerak aktif dalam kegiatana pelayanan masyarakat di 

bidang:  

 

a. Peribadatan, dakwah, dan penerangan  

b. Sosial, ekonomi, kesehatan, dan lingkungan hidup  

c. Pendidikan  

d. Hukum dan advokasi  

e. Usaha kemasyaraatan lainnya yang tidak bertentangan 

dengan organisasi.  

4. Meningkatkan jejaring dan kerjasama dengan badan-badan 

lembaga/ organisasi yang tidak bertentangan dengan visi dan isi 

organisasi.  

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Muslimat NU dibagi 

dalam Pendidikan, Da‟wah dan Sosial Kemasyarakatan. Muslimat 

NU telah mengiringi perjalanan bangsa pada era Reformasi, 

khususnya pada era Demokrasi (prosedural) menuju demokrasi 

(substantif). Disebut demokrasi prosedural karena proses 

demokrasi di Indonesia sudah berada pada sistem dan mekanisme 

demokrasi yang sudah terlembagakan. Ada KPU, KPUD, Panwas, 

ada Lembaga Yudisial yang terdiri atas MA dan MK, ada lembaga 

eksekutif dan legislatif. Tetapi secara substantif masih ditemukan 

ketidakadilan dan ketidakjujuran terhadap pelaksanaan kedaulatan 

                                                           
44 Ibid., 337-338. 
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rakyat, penegakan hukum, pemberantasan korupsi dan 

sebagainnya.
45

 

Sesuai dengan keberadaannya sebagai eksponen perempuan 

dan bagian dari civil society yang memiliki jumlah anggota lebih 

dari 12 juta yang tersebar di seluruh Indonesia, organisasi ini 

memiliki 33 wilayah, 516 cabang di tingkat kabupaten/kota, 4.750 

anak cabang di tingkatan kecamatan serta lebih 26 ribuan ranting di 

tingkatan desa atau kelurahan. Bahkan di beberapa cabang sudah 

mengembangkan di tingkat anak ranting. Dalam mewujudkan 

tujuannya, Muslimat NU telah membina kurang lebih 9.800 taman 

kanak-kanak dan Roudhotul Athfal, 14.350 taman pendidikan al-

Quran dan 4.600 pendidikan anak usia dini, 103 pusat pelayanan 

kesehatan, 106 panti asuhan, 10 asrama putri, 10 panti jompo, 

59.956 majlis ta‟lim, koperasi an-nisa yang sudah berbadan hukum 

terdiri dari 1 induk koperasi, 9 koperasi sekunder, 162 koperasi 

primer yang berbadan hukum, 355 TPK (tempat pelayanan 

koperasi), 146 kelompok bimbingan ibadah haji (KBIH) dan 8 

balai latihan kerja (BLK).
46

  

 

B. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia 

1. Pengertian Pemberdayaan Sumber Daya Manusia 

Salah satu unsur yang memegang peran penting dalam 

suatu organisasi adalah Manusia. Karena manusia merupakan 

sumber daya yang menggerakkan jalannya organisasi. Efektif 

tidaknya suatu organisasi tergantung pada manusia mengelola 

sumber daya lainnya yang ada dalam organisasi. Oleh karena itu 

manusia (pegawai), harus dikelola secara baik. Penjelasan 

mengenai pengertian dari sumber daya manusia yaitu:
47

 

                                                           
45 Laporan Pertanggungjawaban Pimpinan Pusat Muslimat NU Masa Bakti 

2006-2011, disampaikan pada Kongres XVI MUSLIMAT NU di Asrama Haji Bandar 

Lampung 13-18 Juli 2011, 7.  
46 Ibid., 7-8. 
47 Blasius, Sudarsono, Antologi Kepustakawanan Indonesia (Jakarta: 

Sagung Seto, 2012), 67. 
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a. Sumber daya manusia adalah manusia yang bekerja di 

lingkungan suatu organisasi (sering disebut juga personil, 

tenaga kerja, pegawai atau karyawan). 

b. Sumber daya manusia adalah potensi manusiawi sebagai 

penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya. 

c. Sumber daya manusia adalah potensi dan merupakan aset 

dan berfungsi sebagai modal (non material/non finansial) di 

dalam organisasi, yang diwujudkan menjadi potensi nyata 

secara fisik dan non fisik dalam mewujudkan eksistensi 

organisasi.  

Sumber daya manusia adalah tenaga yang berpotensi dan 

tidak dapat dipisahkan dari organisasi atau unit kerja. Secara 

teoritis semua pegawai yang mempunyai jabatan, struktural 

maupun fungsional, merupakan tenaga inti suatu organisasi.
48

 

Dengan demikian sumber daya manusia merupakan faktor 

utama bagi keberlangsungan sebuah organisasi dan yang paling 

menentukan dalam mengukur keberhasilan pencapaian tujuan 

organisasi. Sumber daya manusia yang dimaksud adalah orang-

orang yang siap pakai dan memiliki kemampuan dalam 

pencapaian tujuan organisasi. Agar sumber daya manusia dalam 

organisasi dapat lebih meningkatkan kualitas, kesetian 

sertatanggung jawab terhadap tugas yang diembannya, maka 

perlu dilakukan suatu pemberdayaan bagi para anggotanya. 

Dalam hal ini, pemimpin memegang peran untuk 

memberdayakan para anggotanya agar tujuan yang telah 

ditetapkan dalam suatu organisasi dapat tercapai. 

Pemberdayaan merupakan upaya untuk menjadikan 

sumber daya manusia lebih bertangung jawab terhadap 

pekerjaan mereka yang nantinya dapat meningkatkan kinerja 

mereka. Memberdayakan orang dapat dilakukan dengan cara 

memindahkannya dari posisi yang biasanya hanya melakukan 

                                                           
48 Ibid. 
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apa yang disuruh, kedalam posisi yang memberi kesempatan 

untuk lebih bertanggung jawab.
49

 

Menurut Khan Pemberdayaan merupakan hubungan antara 

personal yang berkelanjutan untuk membangun kepercayaan 

antarakaryawan dan manajemen, sedangkan Mulyadi dan 

Setyawan berpendapat bahwa pemberdayaan adalah pemberian 

wewenang kepada karyawan untuk merencanakan, 

mengendalikan dan membuat keputusan tentang pekerjaan yang 

menjadi tanggung jawabnya tanpa harus mendapatkan otorisasi 

secara eksplisit dari manajer di atasnya. Selain itu 

pemberdayaan merupakan suatu usaha yang secara signifikan 

dapat menguatkan keyakinan wewenang untuk membuat 

keputusan dalam area kegiatan operasi tanpa harus memperoleh 

pengesahan orang lain.
50

 Pemberdayaan didefinisikan sebagai 

kapasitas kelompok atau individu untuk membuat pilihan yang 

efektif, yaitu untuk membuat pilihan dan kemudian 

mentransformasikan pilihan tersebut kedalam tindakan dan hasil 

yang di harapkan.
51

 

Memberdayakan anggota masyarakat berarti memampukan 

dan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan 

fungsi-fungsi manajemen dalam skala yang menjadi tanggung 

jawabnya, baik secara individu maupun kelompok. Selain itu 

pemberdayaan juga dapat dipandang sebagai seni dalam proses 

mendorong untuk berkerja secara optimal demi kepuasan 

pengguna. Dalam implementasi pemberdayaan diperlukan 

tingkat kejujuran yang tinggi, keterbukaan, dan integritas pada 

manajemen puncak, sehingga pemberdayaan bukan sekedar 

                                                           
49 Wibowo, Manajemen Perubahan (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2011), 10. 
50 Safarudin Alwi, Manajemen Sumber Daya Manusia (Strategi Keunggulan 

Kompetitif) (Yogyakarta: BPFE, 2001), 10. 
51 Talizuduhu Ndraha, Pengantar Teori Sumber Daya Manusia (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2002), 21-22. 



 
 

29 

pemberian delegasi dari pimpinan kepada pegawai dibawahnya, 

tetapi lebih pada sistem dalam organisasi yang dianut.
52

 

Dari beberapa definisi tersebut dapat diambil kesimpulan 

bahwa pemberdayaan adalah pelibatan pegawai yang benar-

benar berarti, sehingga pegawai benar-benar mampu 

melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tanggung jawab dan 

terlibat dalam pengambilan keputusan serta dalam pemecahan 

masalah. Pemberdayaan pegawai dilakukan dengan menggali 

potensi yang ada dalam diri setiap pegawai, sehingga 

pemberdayaan pegawai tidak hanya berupa pembagian 

kekuasaan yang telah ada dan telah dimiliki oleh organisasi 

saja, akan tetapi juga merupakan pengembangan kekuasaan. 

Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (Empowerment of 

Human Resources) merupakan suatu aspek manajemen yang 

sangat penting, karena Sumber Daya Manusia menunjukkan 

daya yang bersumber dari manusia yang akan memberi daya 

terhadap sumber-sumber lainnya dalam suatu manajemen, 

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Apabila manusia 

tidak dapat menunjukkan daya dan memberikan daya terhadap 

sumber-sumber lainnya, maka dapat dipastikan manajemen 

dalam organisasi tersebut akan tidak ekonomis, tidak efisien, 

dan tidak efektif. Dalam hal seperti inilah diperlukan 

pemberdayaan pegawai dengan dasar pandangan bahwa upaya 

yang dilakukan harus menyentuh langsung pada pokok 

persoalannya yaitu meningkatkan kualitas pelayanan, yang 

merupakan bagian tertinggal melalui pengembangan dan 

mendinamiskan potensinya dengan kata lain pemberdayaan.
53

 

Upaya berupa pengarahan sumber daya untuk 

meningkatkan kinerja pegawai sehingga baik sumber daya 

manusia, maupun sumber daya perusahaan lainnya dapat lebih 

produktif.  Dengan demikian pemberdayaan sumber daya 
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manusia tidak hanya memulihkan dan mengembangkan nilai 

tambah bagi organisasi, tetapi juga nilai tambah bagi para 

pegawainya, seperti pendapat Batliwala, bahwa pemberdayaan 

pegawai adalah sebuah konsep peningkatan kepuasan kerja 

yang memadukan nilai-nilai sosial, sehingga pegawai akan lebih 

senang dalam melakukan pekerjaannya. Fracarro 

mengemukakan enam langkah pemberdayaan pegawai yaitu :
54

 

a. Analisis kebutuhan pemberdayaan. Manajemen tingkat atas 

memulai dari proses pemberdayaan, yaitu melihat kebutuhan 

pekerjaan apa yang harus diberdayakan. 

b. Memilih pegawai yang akan diberdayakan. Memilih siapa 

pegawai yang bisa diberdayakan yang memungkinkan 

pegawai bisa melakukan pekerjaan tersebut dan senang 

dalam mengerjakannya. 

c. Menentukan aturan-aturan yang jelas dalam pemberdayaan. 

Dibuat suatu aturan yang dapat disepakati antara manajemen 

tingkat atasdengan pegawai dan mendefinisikan 

tanggungjawab yang seperti apa yang diberikan, otoritas 

dalam pengambilan keputusan yang bagaimana yang boleh 

pegawai lakukan, serta kompensasi yang bagaimana yang 

akan didapatkan pegawai apabila mampu melakukan 

pekerjaan sesuai yang diharapkan,demikian juga sangsi-

sangsinya.  

d. Memberikan informasi mengenai perusahaan. Manajemen 

harus memberikan informasi perusahaan secara transparan 

kepada pegawai yang diberdayakan, supaya mereka 

mengetahui kondisi perusahaan yang sebenarnya serta apa 

yang ingin dicapai oleh perusahaan mencakup transformasi 

visi, misi, nilai-nilai perusahaan. Manajemen juga harus 

mengajarkan bagaimana mengambil keputusan pada 

berbagai situasi yang dialami perusahaan dan meningkatkan 

                                                           
54 Kenneth Fracaro, The Real Meaning of Empowerment Professional 

Development (Jakarta: Pustaka Setia, 2006), 5-6. 
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kemampuan pegawai dalam memecahkan permasalahan-

permasalahan yang terjadi.  

e. Memberikan pelatihan pada pegawai yang diberdayakan. 

Pegawai harus mengetahui bagaimana untuk mencapai visi 

perusahaan, karena itu diajarkan mengenai penggunaan dana 

dan pendapatan, bagaimana bernegosiasi dengan klien, dan 

diajarkan bagaimana cara pengambilan keputusan dan 

pemecahan masalah pada situasi yang paling sulit sekalipun.  

f. Memberikan inspirasi pada pegawai untuk selalu memiliki 

inisiatif memberikan semangat kepada pegawai yang 

diberdayakan, bangun kedisiplinan, berikan standar prestasi 

dan standar kesalahan yang diperbolehkan, serta diberikan 

tantangan, sehingga mereka memiliki kepercayaan diri dan 

memiliki inisiatif untuk melakukan pekerjaan. 

Penjelasan Fracarro di atas memperlihatkan bahwa 

pemberdayaan pegawai dapat dilakukan apabila pegawai benar-

benar sudah memahami tangung jawab mereka atas pekerjaan 

tersebut dan mampu memecahkan permasalahan serta membuat 

keputusan sesuai dengan wewenang mereka. Dari penjelasan di 

atas, pemberdayaan pegawai akan berhasil apabila didukung 

oleh kompetensi pegawai itu sendiri, serta kepercayaan diri 

pegawai untuk melakukannya. 

Kunci kesuksesan pemberdayaan pegawai menurut 

Towns, adalah ketika pegawai memahami benar visi, misi, dan 

tujuan pemberdayaan itu sendiri, mampu mengambil keputusan 

sesuai wewenangnya, serta mampu memecahkan permasalahan 

pada situasi yang sulit sekalipun, mau untuk lebih bertanggung 

jawab, terbuka serta memiliki inisiatif dan berani mengambil 

resiko. Dari pernyataan di atas, konsep pemberdayaan itu 

sendiri dipersepsi relatif hampir sama oleh para pakar 

sebelumnya, bahwa pemberdayaan menyangkut tanggung 

jawab, wewenang, komitmen, kepercayaan, pengambilan 
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keputusan, inisiatif, dan pemecahan masalah, serta manajemen 

resiko.
55

 

Konsep pemberdayaan menurut Towns yaitu 

pemberdayaan merupakan hubungan antar personal untuk 

membangun kepercayaan antara karyawan dan manajemen yang 

diukur melalui dimensi pemberian tanggung jawab dan 

wewenang, serta hubungan personel denganindikator sebagai 

berikut:
56

 

a. Kesesuaian tanggung jawab dengan kompetensi pegawai, 

kompetensi diartikan sebagai kemampuan atau tugas yang 

dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan seseorang 

menjalankan tanggung jawab yang telah diberikan 

kepadanya sehingga ia dapat menjalankan tanggung jawab 

tersebut dengan efektif dan efisien. 

b. Kesesuaian pekerjaan dengan keahlian pegawai, adalah 

kesesuaian keinginan dari setiap staf dalam melaksanakan 

tugas mempunyai kemampuan, keahlian secara teknis untuk 

kesesuaian penempatan, keahlian dalam hubungan 

kemanusiaan dan keahlian secara konsepsional, serta 

keahlian yang disesuaikan dengan pekerjaan dan tugas.  

c. Ketepatan keputusan yang dibuat oleh pegawai, diartikan 

sebagai alat pemberdayaan dapat mengembangkan 

keterampilan baru dan tumbuh sebagai pegawai yang 

profesional. Pemimpin melibatkan staf dalam tugas yang 

akan memberi peluang dalam kegiatan pengembangan dan 

berpartisipasi aktif didalam organisasi. Selain itu 

mengizinkan staf untuk membantu memecahkan masalah 

yang dihadapi organisasi. 

d. Kepercayaan atasan terhadap pegawai, adalah dimana 

pemimpin memiliki keyakinan bahwa staf akan melakukan 
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hal yang benar dalam membuat keputusan yang dapat 

mempengaruhi pekerjaan mereka untuk menyelesaikan tugas 

secara mandiri tanpa terus menerus merujuk kembali kepada 

manajemen untuk mendapatkan izin untuk mengambil 

sebuah keputusan, membangun kepercayaan dan harga diri, 

melibatkan staf serta membuat staf merasakan bahwa 

mereka dapat dipercaya dan dibutuhkan. Sehingga 

kepercayaan menjadi alat yang dapat membantu 

memperkuat kontribusi dan prestasi staf saat berkerja. 

e. Ketepatan pembinaan dan pengembangan pegawai, 

pembinaan dan pengembangan yang dimaksud ialah menitik 

beratkan pada prestasi kerja, pendidikan dan pelatihan yang 

harus dilakukan secara berkelanjutan. Pendidikan dan 

pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan mutu, keahlian, 

kemampuan dan keterampilan staf sesuai dengan kebutuhan 

organisasi.  

Berdasarkan definisi di atas dapat diambil beberapa hal 

penting dari pengertian pemberdayaan sumber daya manusia, 

yaitu suatu proses kegiatan berupa: pertama, pemberian 

tanggung jawab dan wewenang kepada karyawan/staf. Kedua, 

menciptakan kondisi saling percaya antar manajemen dan 

karyawan. Ketiga, adanya employee involvement yaitu 

melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan. Keempat, 

ketepatan dalam pembinaan dan pengembangan pegawai. 

2. Tujuan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia 

Sumber yang ada dalam organisasi adalah keberadaan 

sumber daya manusia merupakan kunci keberhasilan 

manajemen atau organisasi dalam rangka pelaksanaan berbagai 

aktivitas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini 

dapat dimaklumi karena ketersediaan dan kelengkapan sumber-

sumber lainnya hanya dapat bermanfaat, apabila sumber-
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sumber tersebut diberdayakan oleh sumber daya manusia yang 

tepat dan handal.
57

 

Oleh karena usaha pencapaian tujuan organisasi menjadi 

tidak efisien dan tidak efektif karena daya dalam sumber daya 

manusia tidak menunjukkan dan tidak menggambarkan 

sebagaimana diharapkan. Artinya daya yang bersumber dari 

manusia berupa tenaga atau kekuatan yang ada pada diri 

manusia itu sendiri tidak mampu memberdayakan sumber-

sumber lainnya (Non Human Resources) sehingga tidak 

memberi manfaat/hasil dalam suatu organisasi. Berkaitan 

dengan hal tersebut, maka tujuan pemberdayaan sumber daya 

manusia adalah terwujudnya sumber daya manusia yang 

mempunyai/memiliki kemampuan (competency) yang kondusif, 

adanya wewenang yang jelas dan dipercayai serta adanya 

tanggung jawab dalam rangka pelaksanaan misi organisasi 

dalam pencapaian tujuan organisasi.
58

 

Tujuan dari pemberdayaan pegawai adalah untuk 

memperbaiki efektifitas kerja pegawai dalam mencapai hasil-

hasil kerja yang telah ditetapkan. Perbaikan efektifitas kerja 

tersebut dapat dilakukan dengan cara memperbaiki pengetahuan 

dan keterampilan pegawai maupun sikap pegawai itu sendiri 

terhadap tugas-tugasnya. Sedangkan menurut Manulang dalam 

Sartono mengemukakan bahwa tujuan pemberdayaan pegawai 

adalah untuk menambah pengetahuan, menambah keterampilan 

dan merubah sikap. Selanjutnya menurut Dale Yoder, Alfred 

Laitener dan Joseph Triffin tujuan pemberdayaan pegawai pada 

umumnya adalah :
59

 

a. Supaya pegawai dapat melakukan pekerjaan dengan lebih 

efisien. Dengan diadakan suatu pemberdayaan yang disusun 
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secara cermat dan didasarkan pada metode yang 

berpedoman pada keterampilan yang dibutuhkan 

diharapkan dapat melaksanakan pekerjaan dengan lebih 

efisien.  

b. Supaya pengawasan lebih sedikit dilakukan terhadap 

pegawai. Pemberdayaan pegawai yang berpedoman pada 

keterampilan di harapkan menghasilkan pegawai yang 

cakap dan keterampilan akan dapat bekerjaan lebih efektif 

dan efisien yang mana akan berdampak pada berkurangnya 

pengawasan yang dilakukan oleh atasan. 

c. Supaya pegawai lebih cepat berkembang. Dengan adanya 

pemberdayaan pegawai, salah satu harapan adalah hasil 

kerja yang lebih baik dan prestasi pegawai yang meningkat, 

maka adanya daya saing akan makin besar. Dengan 

demikian tujuan organisasi dapat tercapai.  

3. Aspek-Aspek Pemberdayaan 

Diawal telah dijelaskan bahwasanya pemberdayaan 

bertujuan membentuk kemandirian bagi individu berkaitan 

dengan aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. Adapun 

penjelasannya sebagai berikut:
60

  

a. Aspek Kognitif 

Kognitif menurut kamus ilmiah populer berarti usaha 

atau kemampuan mengenai sesuatu melalui pengalaman 

sendiri proses pengenalan dan penafsiran oleh seseorang. 

Berkaitan dalam hal pemberdayaan aspsek kognitif 

mengarah pada kemampuan berfikir yang dilandasi 

pengetahuan dan wawasan seseorang dalam rangka mencari 

solusi atas permasalahan yang dihadapi.  
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b. Aspek Afektif 

Afektif menurut bahasa berarti perasaan dan emosi 

yang lunak. Sehingga aspek afektif dimaksudkan agar 

individu dapat dibentuk untuk mencapai keberdayaan dalam 

sikap dan perilaku.  

c. Aspek Psikomotorik 

Psikomotorik menurut bahasa berarti aktifitas fisik yang  

berhubungan dengan proses mental. Dalam kaitannya 

dengan pemberdayaan aspek psikomotorik dimaksudkan 

individu memiliki keterampilan, sebagai upaya pendukung 

melakukan aktifitas pengembangan.  

4. Pentingnya Pemberdayaan Sumber Daya Manusia 

Pemberdayaan sumber daya manusia dirasa sangat perlu 

selain untuk memberikan tanggung jawab dan wewenang 

kepada pegawai, tentunya juga sebagai upaya mendorong para 

pegawai untuk berusaha mengembangkan dirinya terutama 

kualitas dalam rangka mencapai kapasitas kerja organisasi. Hal 

ini sejalan dengan yang dikemukakan Simamora bahwa 

ancaman kompetensi internasional, kondisi perekonomian yang 

tidak menentu, perubahan teknologi yang cepat hanyalah 

beberapa faktor eksternal yang menyebabkan organisasi 

mencari berbagai cara baru agar dapat memanfaatkan sumber 

daya manusianya secara lebih efektif.
61

 

Dengan adanya pemberdayaan, pegawai merasa 

diperhatikan dengan cara dimanfaatkan potensinya, terutama 

kepada mereka yang mempunyai kualitas agar tetap terjaga dan 

kepada mereka yang belum mempunyai keterampilan akan jauh 

lebih terampil. Pada akhirnya pemberdayaan pegawai 

diharapkan mampu meningkatkan kinerja.
62
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C. Pemberdayaan Perempuan 

1. Pengertian Pemberdayaan Perempuan 

Pemberdayaan (empowerment) berasal dari bahasa Inggris, 

dengan kata dasar power yang berarti kemampuan berbuat, 

mencapai, melakukan atau memungkinkan. Awalan „em‟ 

berasal dari bahasa latin dan Yunani yang berarti didalamnya. 

Oleh karena itu, pemberdayaan dapat berarti kekuatan dalam 

diri manusia dan suatu sumber kreativitas yang ada di dalam 

setiap orang yang secara luas tidak ditentukan oleh orang lain. 

Istilah pemberdayaan diartikan sebagai upaya memperluas 

horizon pilihan bagi masyarakat dengan upaya pendayagunaan 

potensi dan pemanfaatan yang sebaik-baiknya dengan hasil 

yang memuaskan.
63

  

 

Menurut Srihartini memberdayakan masyarakat diartikan 

upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan 

masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk 

melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan 

keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah 

memampukan dan mendirikan masyarakat.
64

 

Menurut Sofyan Hadi menyatakan bahwa memberdayakan 

rakyat mengandung makna mengembangkan, memandirikan, 

meswadayakan dan memperkuat posisi tawar masyarakat 

lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala 

bidang dan sektor kehidupan, disamping juga mengandung arti 

melindungi dan membela dengan berpihak kepada yang lemah, 

selain itu untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak 

seimbang dan eksploitasi atas yang lemah.
65
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Hal serupa diungkapkan oleh Sumodiningrat, 

memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan 

harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi 

sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap 

kemiskinan dan keterbelakangan, dengan kata lain 

memberdayakan masyarakat adalah memampukan dan 

memandirikan masyarakat. Dengan kata lain, pemberdayaan 

masyarakat bermaksud mengembangkan kemampuan 

masyarakat agar secara berdiri sendiri memiliki ketrampilan 

untuk mengatasi masalah-masalah mereka sendiri.
66

 

Pada hakikatnya, upaya memberdayakan masyarakat 

haruslah pertama-tama dimulai dengan menciptakan suasana 

dan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat 

berkembang. Di sini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa 

setiap manusia, setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat 

dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali 

tanpa daya, karena kalau demikian akan sudah punah. Karena 

pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu dengan 

mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan 

potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk 

mengembangkannya.
67

 

Shardlow juga melihat bahwa berbagai pengertian yang ada 

mengenai Pemberdayaan pada intinya membahas bagaimana 

individu, kelompok ataupun komunitas berusaha mengkontrol 

kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk 

membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka.
68

 

Sedangkan pemberdayaan perempuan menurut Mely G Tan 

berarti “Meningkatkan keinginan, tuntunan, membagi 

partisipasi dalam pengambilan keputusan, yang menyangkut 
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kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara”.
69 Dan menurut Adik Wibowo dalam buku 

perempuan dan pemberdayaan mengemukakan bahwa 

pemberdayaan perempuan adalah “pembekalan, peningkatan 

serta pembinaan potensi atau aktualisasi perempuan sehingga 

lebih mampu mempergunakan kesempatan yang ada, mampu 

berperan serta secara aktif dan mampu menjadi mitra kaum 

laki-laki dalam mengisi pembangunan”.
70

 

Kemudian pemberdayaan perempuan dilihat dari aspek 

agama Islam, menurut al-Quran misi risalah islam adalah 

pemberdayaan dimana mengajak orang berbuat baik, mencegah 

orang berbuat mungkar, menghalalkan yang baik-baik, 

mengharamkan yang buruk-buruk, mengatasi himpitan-

himpitan hidup dan melepaskan belenggu-belenggu yang bisa 

memberangus orang. Bahkan menurut al-Quran, pendusta 

agama adalah mereka yang tidak mengembangkan dan 

memberdayakan.
71

 

Berdasarkan pemaparan di atas penulis menarik sebuah 

kesimpulan, bahwa pemberdayaan perempuan adalah membina, 

mengembangkan, maupun memandirikan baik secara individu 

maupun komunitas perempuan agar dapat terlepas dari 

permasalahan yang menimpanya dan dapat mengeluarkan 

potensi yang ada dalam dirinya. 

2. Tujuan Pemberdayaan Perempuan 

Tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat 

kekuasaan masyarakat khususnya kelompok lemah yang 

memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal 

(misalnya persepsi mereka sendiri), maupun karena kondisi 
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eksternal (misalnya ditindas oleh struktur sosial yang tidak 

adil). Sedangkan Payne mengemukakan bahwa suatu proses 

pemberdayaan (empowerment), pada intinya, ditujukan guna 

membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan 

dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan yang terkait 

dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan 

pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan 

melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk 

menggunakan daya yang ia miliki, antara lain melalui transfer 

daya dari lingkungannya).
72

 

Meskipun demikian, target dan tujuan pemberdayaan itu 

sendiri dapat berbeda sesuai dengan bidang pembangunan yang 

digarap. Tujuan pemberdayaan bidang ekonomi belum tentu 

sama dengan tujuan pemberdayaan di bidang pendidikan 

ataupun di bidang sosial.
73

 Sedangkan menurut Agus Ahmad 

Syafe‟i, tujuan pemberdayaan masyarakat itu adalah mendirikan 

masyarakat atau membangun kemampuan untuk menjauhkan 

diri ke arah yang lebih baik secara berkesinambungan.
74

 

Lebih jelasnya, tujuan pemberdayaan perempuan adalah 

pertama, untuk merubah atau meminimalisir ideologi patriarki 

yaitu dominasi laki-laki atas perempuan. Kedua, merubah 

struktur dan pranata yang memperkuat dan melestarikan 

diskriminasi gender dan ketidaksamaan sosial (termasuk 

keluarga, kasta, kelas, agama, proses dan pranata pendidikan, 

media, praktek dan sistem pendidikan, perundangan dan 

peraturan, proses politik, model-model pembangunan dan 

pranata pemerintahan). Ketiga, memberi kesempatan bagi 

perempuan miskin untuk memperoleh akses dan penguasaan 

terhadap sumber-sumber material maupun informasi. Keempat, 

memperbaiki keadaan maupun posisi kaum perempuanartinya 
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memperbaiki perempuan yang mapan dari segi pendidikan dan 

mempunyai pekerjaan dengan upah yang baik tetapi mengalami 

pelecehan, bahkan penganiayaan oleh laki-laki (suami).
75

 

3. Model-model Program Pemberdayaan 

Berikut ini akan diuraikan beberapa model dalam program 

pemberdayaan, yaitu sebagai berikut:
76

 

a. Tahap Persiapan (Engagement) 

Pada tahap persiapan ini didalamnya sekurang-

kurangnya ada dua tahapan yang harus dikerjakan, yaitu (a) 

Penyiapan Petugas; dan (b) Penyiapan Lapangan. Penyiapan 

petugas, dalam hal ini tenaga pemberdayaan masyarakat 

yang bisa juga dilakukan oleh community worker, dan 

penyiapan lapangan merupakan prasyarat suksesnya suatu 

program pemberdayaan masyarakat yang pada dasarnya 

diusahakan dilakukan secara non-direktif. 

b. Tahap Pengkajian (Assessment) 

Proses assessment yang dilakukan di sini dapat 

dilakukan secara individual melalui tokoh-tokoh masyarakat 

(key-person), tetapi dapat juga melalui kelompok-kelompok 

dalam masyarakat. Pada tahap ini, petugas sebagai agen 

perubah berusaha mengidentifikasi masalah (kebutuhan yang 

dirasakan = felt needs) dan juga sumber daya yang dimiliki 

klien. Dalam analisis kebutuhan masyarakat ini ada berbagai 

tehnik yang dapat digunakan untuk melakukan assessment. 

Baik itu dengan pendekatan yang kuantitatif maupun 

kualitatif. 
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76 Isbandi Rukminto Adi, Pemikiran-Pemikiran dalam Pembangunan 

Kesejahteraan Sosial, 181-182. 
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c. Tahap Perencanaan Alternatif Program atau Kegiatan 

(Designing). 

Pada tahap ini, petugas sebagai agen perubah (change 

agent) secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk 

berpikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana 

cara mengatasinya. Sehingga program dan kegiatan yang 

akan mereka kembangkan tentunya harus disesuaikan 

dengan tujuan pemberian bantuan sehingga tidak muncul 

program-program yang bersifat charity (amal) yang kurang 

dapat dilihat manfaatnya dalam jangka panjang. 

d. Tahap Pemformulasian Rencana Aksi 

Dalam tahap pemformulasian rencana aksi ini, 

diharapkan petugas dan masyarakat sudah dapat 

membayangkan dan menuliskan tujuan jangka pendek apa 

yang akan mereka capai dan bagaimana cara mencapai 

tujuan tersebut. Kemudian mereka dapat mengarahkan 

tindakan itu sesuai dengan apa yang sudah diformulasikan. 

e. Tahap Pelaksanaan Program atau Kegiatan (Implementasi). 

Tahap pelaksanaan ini merupakan salah satu tahap yang 

paling penting dalam program pemberdayaan masyarakat, 

karena sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik akan 

dapat melenceng dalam pelaksanaan di lapangan bila tidak 

ada kerja sama antara petugas dan warga masyarakat, 

maupun kerja sama antar warga. 

f. Tahap Evaluasi 

Evaluasi sebagai proses pengawasan dari warga dan 

petugas terhadap program pemberdayaan masyarakat. Proses 

evaluasi diharapkan akan dapat memberikan umpan balik 

yang berguna bagi perbaikan suatu program ataupun 

kegiatan. Evaluasi itu sendiri dapat dilakukan pada input, 

proses (yang juga dikenal sebagai pemantauan atau 

monitoring) dan juga pada hasil. 
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g. Tahap Terminasi 

Tahap ini merupakan tahap „pemutusan‟ hubungan 

secara formal dengan komunitas sasaran. Terminasi dalam 

suatu program pemberdayaan masyarakat, tidak jarang 

dilakukan bukan karena masyarakat sudah dapat dianggap 

„mandiri‟, tetapi lebih karena proyek sudah harus dihentikan 

karena sudah melebihi jangka waktu yang ditetapkan 

sebelumnya atau karena anggaran sudah selesai dan tidak 

ada penyandang dana yang dapat dan mau meneruskan. 

4. Indikator Keberdayaan 

Untuk mengetahui fokus dan tujuan pemberdayaan secara 

operasional, maka perlu diketahui berbagai indikator 

keberdayaan yang dapat menunjukkan seseorang itu berdaya 

atau tidak. Sehingga ketika sebuah program pemberdayaan 

sosial diberikan, segenap upaya dapat dikonsentrasikan pada 

apek-aspek apa saja dari sasaran perubahan yang perlu 

dioptimalkan. Schuler, Hashemi dan Riley mengembangkan 

delapan indikator pemberdayaan, yang mereka sebut sebagai 

empowerment index atau indeks pemberdayaan sebagai 

berikut:
77

 

a. Kebebasan mobilitas: kemampuan individu untuk pergi ke 

luar rumah atau wilayah tempat tinggalnya, seperti ke pasar, 

fasilitas medis, bioskop, rumah ibadah, ke rumah tetangga. 

Tingkat mobilitas ini dianggap tinggi jika individu mampu 

pergi sendirian. 

b. Kemampuan membeli komoditas kecil: kemampuan individu 

untuk membeli barang-barang kebutuhan keluarga sehari-

hari (beras, minyak tanah, minyak goreng, bumbu); 

kebutuhan dirinya (minyak rambut, sabun mandi, rokok, 

bedak, sampo). Individu dianggap mampu melakukan 

kegiatan ini terutama jika ia dapat membuat keputusan 

                                                           
77 Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Bandung: 

Refika Aditama, 2005), 63-66 
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sindiri tanpa meminta ijin pasangannya; terlebih jika ia dapat 

membeli barang-barang terebut dengan menggunakan 

uangnya sendiri. 

c. Kemampuan membeli komoditas besar: kemampuan 

individu untuk membeli barang-barang sekunder atau tersier, 

seperti lemari pakaian, TV, radio, koran, majalah, pakaian 

keluarga. Seperti halnya indikator di atas, poin tinggi 

diberikan terhadap individu yang dapat membuat keputusan 

sendiri tanpa meminta ijin pasangannya; terlebih jika ia 

dapat membeli barang-barang terebut dengan menggunakan 

uangnya sendiri. 

d. Terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan rumah 

tangga: mampu membuat keputusan secara sendiri maupun 

bersama suami/istri mengenai keluarga, misalnya mengenai 

renovasi rumah, pembelian kambing untuk diternak, 

memperoleh kredit usaha. 

e. Kebebasan relatif dari dominasi keluarga: reponden ditanya 

mengenai apakah dalam satu tahun terakhir ada seseorang 

(suami, istri, anak-anak, mertua) yang mengambil uang, 

tanah, perhiasan dari dia tanpa ijinnya; yang melarang 

mempuanyai anak; atau melarang bekerja di luar rumah. 

f. Kesadaran hukum dan politik: mengetahui nama salah 

seorang pegawai pemerintah desa/kelurahan; seorang 

anggota DPRD setempat; nama presiden; mengetahui 

pentingnya memiliki surat nikah dan hukum-hukum waris. 

g. Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes: seseorang 

dianggap „berdaya‟ jika ia pernah terlibat dalam kampanye 

atau bersama orang lain melakukan protes, misalnya, 

terhadap suami yang memukul istri; istri yang mengabaikan 

suami dan keluarganya; gaji yang tidak adil; penyalahgunaan 

bantuan sosial; atau penyalahgunaan kekuasaan polisi dan 

pegawai pemerintah. 
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h. Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga: 

memiliki rumah, tanah, aset produktif, dan tabungan. 

Seseorang dianggap memiliki poin tinggi jika ia memiliki 

aspek-aspek tersebut secara sendiri atau terpisah dari 

pasangannya. 

Sedangkan keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat 

dilihat dari keberdayaan mereka yang menyangkut kemampuan 

ekonomi, kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan, dan 

kemampuan kultural politis. Ketiga aspek tersebut dikaitkan 

dengan empat dimensi kekuasaan, yaitu: „kekuasaan di dalam‟ 

(power within), „kekuasaan untuk‟ (power to), „kekuasaan atas‟ 

(power over), dan „kekuasaan dengan‟ (power with), berikut 

rangkumannya.
78

 

5. Ruang Lingkup Pemberdayaan Perempuan 

Hal yang paling krusial dari aktivitas pemberdayaan adalah 

pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan (ekonomi). Ketiga hal 

tersebut sering dijadikan standar pengukuran berdaya tidaknya 

kondisi suatu objek.
79

 

a. Pendidikan 

Menciptakan dan perluasan kemudahan pengaksesan. 

Menciptakan infrastruktur pendidikan yang fleksibel bagi 

perempuan buruh industri, dan ibu rumah tangga. Hal ini 

guna mencapai optimalisasi dan peningkatan konstribusi 

perempuan. Dan menjadi salah satu tolak ukur berdayanya 

perempuan, mengingat taraf pendidikan perempuan masih 

tertinggal dibandingkan laki-laki. 

b. Kesehatan 

Bukti tingginya kematian ibu menuntut perbaikan 

sistematik infrastruktur kesehatan perempuan. 
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Keterjangkauan sarana dan prasarana kesehatan yang dapat 

mengcover seluas mungkin masyarakat yang bersifat “ramah 

perempuan” terutama bagi kesehatan reproduksi perempuan. 

Penerapan urgensi kesehatan ibu secara konsisten dari pusat 

sampai daerah-daerah terpencil, semua itu akan melahirkan 

semangat pelayanan kesehatan yang simpatik dan penuh 

tanggung jawab. Maka memberdayakan perempuan tak akan 

pernah berarti tanpa memberdayakan kesehatan reproduksi 

mereka. 

c. Hukum, Sosial, Politik dan Ekonomi. 

Hal terakhir ini dianggap sebagai kunci terpenuhinya 

berbagai lingkup pemberdayaan perempuan. Terwujudnya 

lingkungan masyarakat yang hidup dalam semangat untuk 

selalu menjadi orang yang produktif dan berguna bagi orang 

lain. Keadaan ini akan memberikan kesempatan perempuan 

menjadi manusia merdeka yang dapat mengekspresikan 

kemampuannya guna memenuhi kepentingan perempuan. 
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